GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/03/B.III/HK/2015

TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANGGAMUS MASA BHAKTI 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD
Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah
terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;

. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanggamus tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanggamus Masa Bhakti 2014-2019;

. Undang-Undang Nomor !4 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat ] Lampung;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagair Wakil Pemerintah di  Wilayah Provinst
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/OTDA Tanggal 22

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata
Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA BHAKTI 2014-
2019.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Bhakti 2014-2019,
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus segera

melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan
tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh
Gubernur.

: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan

menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7
{tujuh) hari setelah ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

PARAF KOORDINASL
WAKIL GUBERNUR __ﬂv , Ditetapkan di Telukbetung
| SEKDA PROVINSI pada tanggal g Januari 2015
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1. Menteri Dalam Negen Rl di Jakarta;

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provins: Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tanggamus di Kota Agung;

4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 1 G/I03 IB.ITHKI2015
TANGGAL : 8 JANUARI 2015
EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS MASA BHAKTI 2014-2019
j20 Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan ;
1 2 3 4 5 B
1. Kop dan Judul PERATURAN Kop Garuda Kop dan Judul disempumakan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH disesuaikan ketentuan Permendagri |
KABUPATEN TANGGAMUS KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 1 Tahun 2014 dan
NOMOR: TAHUN 2014 PROVINSI LAMPUNG pengaturan masa bhakti keanggotaan |
RANCANGAN DPRD.
_ TENTANG PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
: KABUPATEN TANGGAMUS
TATA TERTIB NOMOR TAHUN 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
_ TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
_ DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
_ 7 MASA BHAKTI 2014-2019
2 Diktum Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154, 163, 165, 168, | Konsideran menimbang _

|
~
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a tersebut di atess pedu membentuk Peraturan Dewan |

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tata
Ferbib—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tanggamus. & e g

173, 175, 181, 185 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerinlahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 perlu diatur mekanisme kerja Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Vanggamus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanz dimaksud pada
huruf a tersebul di atas perlu membentuk Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tala
Tedib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus
Masa Bhakli 2014-2018;

disempurnakan,
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Diktum Mengingal

|

3

(g

4

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakifan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor
4836) sebagaimana telah diubah beberapa kal lerakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5009);

3. tndang-Undang Nomor

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintzhan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 9234);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomur 4801) sebagaimna telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 tshun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5316);

7. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik indonesia Nomor 5597} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014

5
Konsideran mengingat angka 2,
3, 4 dan angka 7
disempurnakan.
Konsideran mengingal angka 5,
§ dan angka 9 dihilangkan.
Urutan pengetikan disesuaikan
dengan hirarki  perundang-
undangan.
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Diktum Memutuskan
dan Menetapkan

Ketentuan Umum

| 29, Hari adalah hari kerja

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABURATEN-TANGGAMUS TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT |
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

Menetapkan

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten
Tanggamus yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah

13. Badan kegislasi Daerah adalah Badan kegislasi DPRD
Kabupaten Tanggamus.

16. Fraksi - Fraksi adalah Fraksi - Fraksi datem=DPRD Kabupaten
Tanggamus

22. Masa Reses adalah Masa DPRD melakukan kegiatan diluar

Masa Sidang, terutoma—diluar—Gedung DPRD  untuk |

melaksanakan Kunjungan Kerja, baik yang dilakukan oleh
Anggota secara persearangan maupun secara berkelompok
yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah

Etik DPRD

23.

EKPBD—adalah perangkal *

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus

4

MEMUTUSKAN.
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS MASA BHAKTI 2014-2019.

Menetapkan

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten
Tanggamus yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemenntahan Daerah.

13. Badan Pemebeniukan Peraturan Daerah adalah Badan
Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus.

16. Fraksi-F.aksi adalah Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tanggamus.

22. Masa Reses adalah Masa anggota DPRD melakukan kegialan

diluar Masa Sidang, DPRD untuk melaksanakan Kunjungan Kerja,

baik yang dilakukan oleh Anggota secara perseorangan maupun

secara berkelompok.

Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma

yang wajb dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten

Tanggamus..

Keputusan DPRD adalah keputusan DPRD yang diambil melalui

rapat rapat paripuma DPRD.

28. Satluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

29. Har adalah hari kerja DPRD.

23.

27.

5

Diktum Memutuskan tanda baca W

tittk dua f{anpa menggunakan
spasi.
Diktum Menetapkan

disempumakan.

Pasal 1 angka 7, , 13, 16, 22, 23,
27, 28 dan angka 19
disempumakan.

Angka 10 dan 17 dihilangkan.
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6. _ Susunan, Kedudukan,
Fungsi Tugas dan
Wewenang

T

3

Pasal 3

(1) DPRD mempunyai fungsi :

a. Pembentukan Peraturan Daerah.
b. Anggaran; dan
¢. Pengawasan.

(2) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada

)

ayat (1) huruf a diwuyjudkan dalam membentuk Peraturan Daerah
bersama Bupati.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama
lerhadap Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang digjukan oleh Bupat..

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
diwujudkan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati.

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), DPRD Kabupaten Tanggamus menjaring aspirasi masyarakat.

(1) OPRD mempunyai fungsi :

4

5

Pasal 3

a. Pembentukan Peraturan Daerah.

b. Anggaran, dan
c. Pengawasan.

{2) Keliga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan
dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Pasal . ...
Fungsi pembentukan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1) ditaksanakan dengan cara:
a.membahas bersama bupati dan menyelujui atar tidak menyetuju

rancangan Peraturan daerah:;

b. mengajukan usul rancangan Peraturanrdaerah ; dan
¢. menyusun program pembenfukan Perda bersama bupati.

(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b

diwujudkan dalam bentuk pembahasan uniuk

persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah

fentang Anggaran
diajukan cleh Bupalr
{2)

dilzksanakan dengan cara:

Pendapatan dan Belanja DaZ.ah yang

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupali

berdasarkan RKPD;

oo

o

pelaksanaan APBD.

membahas rancangan Peida tentang APBD,;
membahas rancangan Perda tenlang perubahan APBD; dan
membahas rancangan Perda lentang pertanggungjawaban

Pasai 3 disempurnakan
Tambahkan 3 Pasal baru yang
menguraikan ketentuan pasal

3, dengan adanya
penambahan pasal ban,
Urutan Pasal  selanjulnya
menyesuaikan




7.

Tugas dan Wewenang
{ DPRD

wl

Bagian Ketiga
TUGAS DAN WEWENANG DPRD
Pasal 4
DPRD mempunyal lugas dan wewenang :
a. Mempentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati:
C. Melaksanakan pergawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah;
d. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan VWakil Bupati
kepada Menten Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan penyesahan
pengangkatan dan atew Pemberhentian;

tomidih-Waki-Hupali-aala als

f.  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepad
lerhadap rencana Perjanjian fnternasional di daerah;

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

h. Meminta laporan  kelerangan  perlanggungjawaban
penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah;

i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain alau
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakal dan daerah;

Bupali  dalam

SR

efauran-petend; 1eH

k  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dialur dalam ketenluan peraturan
perundana-undangan.

_ Pasal .

4

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurul ¢

diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

a. pelaksanaan Perda dan peraturan bupati;

b. pelaksanaan kelentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan penyetenggaraan Pemerintahan Daerali, dan

c. pelaksanaan tindak lanjul hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan lindak lanjut hasil
pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada (1), DPRD berhak mendapatkan faporan hasit permneriksaan
keuangan yang dilakukan oleh Sadan Pemeriksa Keuangan.

(3) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemerikszan laporan

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan
keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian ketiga

TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Pasal 4

| DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;

b.  membahas dan memberikan persewjuan rancangan Peraluran Daerah mengenai

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati;
¢. melaksanakan pengawasan lerhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan

, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d.  mengusulkan pengangkatan dan atas pemberhentian Bupali dan Wakil Bupati
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Guberrur sebagai wakil pemerintah pusat
unfuk mendapatkan pengesahan pengangkalan dan pemberhentian,

e. memberikan pendapat dan perimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi
terhadap rencana Perjanjian Internasional di daerah;

f. memberikan persefujuan terhadap rencana kerjasama Intemasional yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

g. memi”.4  laporan  kelerangan  pertanggungjawaban

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

h. memberikan persefujuan lerhadap rencana kerjasama dengan daerah lain alau

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

ﬁ melaksanakan (ugas dan wewenang lain yang diatur dalam kelenluan peraturan

ﬁ perundang-undangan.

J. melaksanakan pemilihan Bupati apabila Bupali berhenti/diberhentikan

| berdasarkan pulusan pengadifan yang lelah mempunyzai zekuatan hukum tetap

dan sisa masa jabatan lebih dan 18 {delapan belas) buian

Bupati  dalam

S

Psal 4 disempurnakan
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Hak dan Kewajiban
DPRD

k

.

!
|t.J

BAB Il
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN DPRD
Bagian Kesatu
Hak - hak

Pasal 10
Setain Hak-hak DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Anggola
DPRD mempunyat hak
. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
Mengajukan pertanyaan;
Menyampaikan usul dan pendapal.
temilih dan dipilih
Meambela din:
imunitas,
Mangikuli arieniast dan pendalaman tugas,
Brotokoler,
Keuangan dan adminisirasi,

SO moao0 o

4

Pasal ...

Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpahfjanji secara bersama-sama yang dipandu oleh kelua

pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
mengucapkan sumpahfanji secara bersama-sama bertepalan pada
tanggal berakhimya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang
lama;

Anggota DPRD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD

yang mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggola DPRD jatuh

pada hari libur atau han yang diliburkan, pengucapan

sumpahfjanii dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur alau

hari yang diliburkan dimaksud.

Dalam hal kelua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan
sumpahfjanji anggola DPRD dipandu cleh wakil kelua pengadilan
negeri.

Dalam hal wakil kefua pengadilan negen berhalangan, pengucapan
sumpahfjanji anggola DPRD dipardu oleh hakim senior pada
pengadilan negeri yang dilunjuk oleh ketua pengadilan negesi.

Anggota DPRD pengganli anlar waktu sebelum memangku
jabatannya, mengucapkan sumpahijanji yang dipandu oleh Pimpinan
DPRD dalam rapal paripurna islimewa DPRD.

BAB I
HAK DPRD DAN KEWAJIBAN DPRD
Bagian Kesatu
Hak DPRD

Pasal 10

Selain Hak-hak DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Anggota
_ DPRD mempunyai hak

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;
memilih dan dipilih;

membela diri;

imunitas,

mengikuli orientasi dan pendalaman tugas,
protokoler,

kewangan dan administrasi

Penambahan pasal baru

W

Jugdul Bab Il disempurnakan

Pengetikan Pasal

disempurnakan
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Pasal 11

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :
a.  Memegang teguh dan mengamatkan Pancasila;
i b, Melaksanakan Undang-undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaali

Peraturan Perundang-undangan;
¢. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keuluhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
Mendahulukan kepentingan Negara di alas kepentingan pribadi, kelompeok dan golongan;
Memperjuangkan peningkatan Kesejahteraan Rakyal,
Menaeli prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah;
Menaati Tata Terlib dan Kode Etik;
bdenjaga cltika dan norma dalam hubungan kerja dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus;
Menyerap dan menghimpun aspirasi konstiluen melalui kunjungan kerja secara berkala;
Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat,
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstiluen di Daerah
Pemilihannya.

=@

lembaga lain dalam

Ealeal

Pasal 12
(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serla tugas dan wewenang DPRD serla hak dan
kewajiban Anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah bertimpun Anggota DPRD.
(2) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi Anggota salah satu Fraksi
(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikil sama dengar jumlah komisi di DPRD
(4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai kelentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) alau lebih dapal membentuk 1 (satu) Fraksi.
(6) Dalam ha! Parlai Politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenuhi kelentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, anggolanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada
_ atau membentuk Fraksi Gabungan.
(6) Daiam hal tidak ada salv Partai Politk yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi
% mmcm@m_am:m dimaksud nmam mﬁ: (3) Bmxm dibentuk Fraksi omccg@mz

(8} Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat panpurna DPRD.

(3) Fraksi vang lelah dumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
bersifat telap selama masa keanggotaan OPRD.

(10) Partai Polilk sebagaimana dimaksud pada ayal (4) dan ayal {5) harus mendudukkan
anggolanya dalam satu Fraksi.

7 ER—Frakst-mempunya-Sekeatanalk
_:s %ﬁ@&:%ﬂ@%@ﬂﬁ@mﬁm&%ﬂmﬁmﬂﬂmm@@%«%mﬂ ._%mmmﬂm
_

Pasal 11

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

a.
b.

To ~o

{1)

(2)

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik :ao:mm_m Tahun
1945 dan menaati Peraluran Perundang-undangan;

mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok
dan golongan;,

memperjuangkan peningkatan Kesejahteraan Rakyat;

menaalti prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
menaati Tata Terlib dan Kode Etik;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus;

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melaiui kunjungan kerja
secara barkala,

menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan polifis kepada konstituen
di Caerah Pemilihannya.

Pasal 12
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD
serfa hak dan kewajiban Anggola DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah
berhimpun Anggota DPRD.
Seliap Anggota DPRD wajib menjadi Anggaota salah salu Fraksi.
Seliap Fraksi di DPRD beranggolakan paling sedikit sama dengan jumlah
komisi di DPRD
Parai Poliik yang jumlah anggolanya di DPRD mencapai kefenluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu)
Fraksi.
Dalam hal Partai Pofilik yang jumlah Anggotanya di OPRD tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (3}, anggotanya dapal
bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Frakst Gabungan.
Dalam hal tidak ada salu Parai Polilik yang memenuhi persyaratan unluk
membenltuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk
Fraksi Gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
Pembentukan frakst sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan
ayal (6} dilaporkan kepada pimpinan OPRD untuk diumumkan dalam rapal
paripurna DPRD
Fraksi yang lelah diumumkan dalam rapal paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) bersifat telap selama masa keanggotaan DPRD.
Parfai Politik sebagaimana dimaksud pada ayal (4) dan ayal (5) harus
mendudukkan anggotanya dalam satu Frakst

|
_ Pengelikan

Pasal
11 disempurnakan

Pasal 12 ayat 7,11
dan {2 dihilangkan
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Pasal 13
| (1) Fraksi DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
{9) terdiri dari :

a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan {
F-POIP)
Fraksi Partai Amanat Nasional { F- PAN )
Fraksi Partai Golkar ( F- PG )
Fraksi Pariai Demokrat ( F- PD )
Fraksi Parai Gerndra ( F- P Gerindra )
Frakst Partat Persatuan Pembangunan ( F- PPP )
Fraksi Kebangkitan Sejahtrera ( F- KS )
Fraksi Hati Nurani Nasdem { F- HANNAS )

e mono0o

Pasal ....
Untuk menertukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ... ayat (6), partai politk yang
memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi
tidak memenuhi ketenluan untuk membentuk fraksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ayat (3) mengambil inisiatif untuk
membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak
pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat {1} lebih
dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan
sebagaimana dimaksud dalam pasal ... ayat (6), partai politik yang
memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilhan umum
mengambil inisialif untuk membentuk 2 {dua) fraksi gabungan.
Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara
terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) lebih dari 1 (satu), partai politk yang memiliki persebaran
suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk
membentuk 2 {dua) fraksi gabungan.

Pasal ...
Fraksi mempunyai Sekrelariat.
Sekretaniat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai lugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas
fraksi.
Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan
tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai
dengan kebufuhan dan dengan memperhatikan kemampuan
APBD.

Pasal 13

Fraksi DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9)
terdin dari -

TO -0 oo oW

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan { F-PDI P )
Fraksi Partai Amanal Nasional { F- PAN }

Fraksi Partai Golkar { F- PG )

Fraksi Partai Demokrat ( F- PD |

Fraksi Partai Gerindra ( F- P Gerindra )

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( F- PPP )

Fraksi Kebangkitan Sejahtrera { F- KS))

Fraksi Hati Nurani Nasdem { F- HANNAS )

e B TSNS

Tambahkan Pasal bamu  sesual
ketentuan Pasal 32 PP nomor 16
tahun 2010

Tambahkan  Pasal baru  yang
mengatur tentang sekretanat fraksi

Pengelikan Pasai 13 disempumakan
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Pasal 14

Dalam hal jumizh anggota fraksi lebih dart 3 (liga) orang ' (1}

pimpinan fraksi terdiri atas kelua, wakil ketua, dan sekrelaris
yang dipilih dar dan ofeh anggota fraksi

Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing;
Fraksi dan Pimpinan Fraksi yang tefah terbentuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD

yang selanjuinya diumumkan
dalam Rapat Paripurna.

Bagian-Keempat
Kedudukan
Pasal 15
Seliap fraksi  sebagaimana dimaksud
dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan serendah-rendahnya sfrata satu

dalam Pasal 12

(S1)

dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (imaj takun,
strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat
3 {tiga) tahun, afau strata tiga {S3) dengan pengalaman
kerja paling singkat 1 {satu) tahun;

b. menguasai bidang pemerintahan; dan

¢. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(2)

Pasal 14
Dalam hal jumiah anggota fraksi lebih dari 3 {tiga) orang pimpinan
fraksi terdin atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih
dan dan oleh anggota fraksi
Dalam hal jumiah anggota frakst hanya 3 (tiga) orang pimpinan
fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh
anggota fraksi.
Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh masing-masing Fraksi.
Fraksi dan Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD
yang selanjutnya diumumkan dalam Rapat Panpurna.

Pasal 15

Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu

oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paiing

sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan serendah-rendahnya stala  satu (51}
dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun,
strata dua {S2) dengan pengataman kerja paling singkat 3
(tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja
paling singkat 1 {satu) tahun,

b. menguasai bidang pemerintahan; dan

¢.  menguasai tugas dan fungsi DPRD.

5

Pasal 14 disempurnakan

Pasal 15 disempurnakan

Pasal 16 dihapus karena sama

dengan Pasal 14




(1) Fraksi bertugas
a.  Merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai | b.
politiknya;

b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan | c.
fraksi masing-masing;

¢. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efesiensi dan efektivitas kerja | d.
para anggota fraksi,

nggota _mﬁ wm_m:@xmum: DPRD.

d.  Menetapkan m:@@oﬂm :mrm_ Bm:_m _

Pimpinan Sementara Pasal 19
DPRD (1} Dalam hal Pimpinan DPRD belum dibentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan | {1)
Sementara OPRD dengan tugas pokok :
a. Memimpin rapat-rapat DPRD;
, b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi-Fraksi;
; ¢.  Memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD;
| d.  Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
| (2} Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (1), terdiri
_ alas 1 (satu) orang Ketua dant (safu) orang Wakil Ketua yang berasal dari

w 2 Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak Pertama dan Kedua di
| DPRD;

{3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu} Partai Politik yang memperoleh kursi

terbanyak sama, ketua dan wakil ketua Sementara DPRD ditentukan

| secara musyawarah oleh wakit Partai Politik bersangkutan yang ada di
DPRG;

(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

_ mencapai kesepakatan, kelua dan wakil ketua sementara DPRD berasal | (4)

, dan partai politk herdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan

—
O

—
(&%)
—

umum

1t

- I & S — L 4
_ Bagian-Keenam Pasal 17
Tagas Fraksi bertugas
Pasal 17 a. merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi

kebijakan partai politiknya;

menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangku!
urusan fraksi masing-masing;

meningkatkan kualitas, kemampuan, efesiensi dan efektivitas
kerja para anggota fraksi;

menetapkan anggota fraksi menjadi anggota alat kelengkapan
DPRD.

Pasal 19

Dalam hal Pimpinan DPRD belum dibentuk, OPRD dipimpin
oleh Pimginan Sementara DPRD dengan tugas pokak :
a.  memimpin rapat-rapat DPRD;
b. memifasilitasi pembentukan Fraksi-Fraksi;
¢. memiasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Tala

Tertib DPRD:
d.  memproses penetapan Pimpinan DFRD definitif.
Pimpinan Semenlara DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdin atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang
Wakil Ketua yang berasal dari 2 {dua) Partai Politik yang
memperoleh kursi terbanyak Pertama dan Kedua di DPRD.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 {salu) Partai Palitik yang
memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua
Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil
Partai Politik bersangkutan yang ada di DPRD.
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) udak mencapai kesepakatan, ketua can wakil ketua
semenlara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan
urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 17 disempumakan

Pasal 19 disempumakan




Susunan
Kedudukan
Pimpinan DPRD

3
Pasal 20
Pimpinan DPRD terdiri atas 1 {satu) orang kefuz dan 3 (liga)
orang wakil ketua;

Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayal {1) berasal dari
partai palitk berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di
DPRD;

Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD;
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu} partat poltik yang
memperoleh Kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang
berasal dari partai politik yang memperoleh suara ferbanyak;

4

Pasal 20
Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu)
orang wakil ketua;
Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dar partai
politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dad partai
polifik yang memperaleh kursi terbanyak pertama di DPRD;
Dalam hal terdapat lebibh dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak perfama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal
dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak;
Dalam hal terdapat lebth dari 1 (satu) partai politk yang
memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (4). penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan
persebaran perolehan suara partai politk yang paling merafa
urutan perfama.
Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD
ditetapkan dari anggata DPRD yang berasal dari partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat
sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
Dafam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil kelua DPRD
ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari pariai palitk yang
memperoleh undan suara terbanyak kedua, ketiga, danfatau
keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
Dalam hal ketua DPRD ditelapkan dari anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD
ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang
memperoieh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga,
dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

orang ketuza dan 3 (tiga)

5

Pasal 20 ayat (5} sd ayat (9
disempurnakan disesuakan dengan |
Pasal 164 ayat (5) s/d ayal (8)
Undang-undang 32 Tahun 2014
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Penelapan dan
i Peresmian Pimpinan
DPRD

()

3

Pasal 21
Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada pasal 20, melalui partai poltiknya mengajukan 1 (satu} orang
calon pimpinan unluk ditetapkan;
Berdasarkan—pengajuan—ParaiPoitii—yanrg—memenuhi=syarat—ualuk—mengisi
uAsu—Rimpin aa-BPRE—sebagaimana—dimaksud—dalam—ayai{1).—pimpinan

Pimpinan OPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur,
Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum memangku
jabalannya mengucapkan sumpahfjan;i sebagaimana diatur dalam pasal 5,
yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dihadapan Rapat Paripurna DPRO;,
Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/jan;s
pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirya masa jabatan
keanggolaan OPRD;,

Dalam hal pengucapan sumpahfjanji digedung DPRD setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) karena alasan fertenlu tidak dapat dilaksanakan,
pengucapan sumpahfjanji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempal lain;
Dzlam hal kelua pengadilan negeri sebagaimana cimaksud pada ayat (4)
berhalangan, pengucapan sumpahfjanji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil
ketua pengadilan negeri;

Dalam hai wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (7] berhalangan, pengucapan sumpahfjanji pimpinan DPRD dipandu oleh
hakim senior pada pengadilan negefi yang dilunjuk oleh ketua pengadilan
neger.

(1)

(3)

Pasal 21
Parlai polilik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 20, menyampaikan 1 (satu) orang calon
Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD unluk
diumumkan dan ditelapkan dalam rapat Paripurna DPRD sebagai
calon Pimpinan DPRD.
Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan
DPRD kepada Gubernur melalui Bupati  untuk  diresmikan
pengangkatannya.
Kelua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan keputusan
Gubernur.

Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpanfjanji digedung DPRD yang dipandu oleh Kefua Pengadilan
Negeri.

Dalam hal pengucapan sumpahfjanji digedung DPRD setempat
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan terfentu tidak
dapat dilaksanakan, pengucapan sumpahfanj pimpinan DPRD
dapat dilaksanakan di tempat lain.

Dalam hal kelua pengadilan negen sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berhalangan, pengucapan sumpahfjanji pimpinan DPRD dipandu
oleh wakil ketua pengadiian negeri.

Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
pada ayal (7) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan
DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang
ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/fjanji pimeinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya
masa jabalan keanggotaan DPRD

5

Pasal 21 disempumakan sesua
kelentuan Pasal 39 PP 16 Tahun
2010 dan ketenluan Pasal 21 aya!
{3) s.d ayal (8) menjadi pasal baru

Selelah Pasal 21 ditambabkan
Pasal baru vang mengatur tentang
sumpahfjanji Pimpinan DPRD




Pasal 23

Pimpinan DPRD berhenti dari jabalannya sebelum berakhir

masa jabatanrya karena:

a. Meninggal dunia,

b.  Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD,

¢. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD diberhentikan dan jabatannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila yang bersangkutan :

a. Melanggar sumpahfjanji jabatan dan kode etk DPRD
berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD; atau

b. Diusulkar oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Panitia angkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 hurul b, dapat memanggil pejabat pemerintah, badan
tas , atau warga masyarakat di yang dianggap mengetahui atau
patut mengetahui masalah yang disefidiki untuk memberikan
keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Pejabat pemeriniah, badashukdm, alau warga masyarakat di
yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayal (1} wajib
memenubi panggilan DPRD kecuali ada _atasan yang sah
menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejar ! pemerintah, badan hukum, atau warga
masyarakat di telah dipanggil dengan patut secara berlurut-turut
tidak memenuhi panggitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), CPRD dapal memanggil secara paksa dengan bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
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Pasal 23

(1) Dalam hal salah seorang pimpinan OPRD berhenti dari jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2, anggota pimpinan lainnya

menetapkan

salah seorang di antara pimpinan  untuk

melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan
ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.

Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan,

tugas pimpinan DPRD dilaksanakan cleh pimpinan sementara

yang dibentuk sesuai dengan ketentutan dalam Pasal

)

Pasal 33

Panitia angket seb.gaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b, dapat memanggil pejabat pemerintah, badan
hukum, atau warga masyarakat di yang dianggap mengetahui
alau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan
keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen
yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Pejabal pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat di
yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat {1) wajib
memenuhi panggilan DPRD kecuali ada _alasan yang sah
menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pemerintah, badan hukum, atay warga
masyarakat di kabupaten telah dipanggil dengan patuf secara
berurut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada ayal (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

5

Pasal 23 disempumakan

Pasal 33 disempumakan
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.« Mengajukan
Raperda

hak  mengajukan

DPRD  mempunyai
rancangan peraturan daerah.

Setiap  anggota
Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
disampaikan  kepada pimpinan DPRD dalam  bentuk
rancangan peraturan daerah diserai penjelasan secara
tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD

5

Pasal .
{1} Usul pernyataan pendapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna
DPRD setelah mendapat perimbangan dar Badan Musyawarah.
Dalam rapat panpurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), para pengusul diben kesempatan memberikan penjelasan atas
usul pernyataan pendapal tersebut.
Pembahasan dalam rapat paripuma DPRD mengenai usul
pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan
kepada:
a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui
fraksi;
b. kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan
c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para
anggota dan pendapat kepala daerah.
Usul pemyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan
DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usuf
pemyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
Apabila DPRD menerma usul pernyataan pendapat, keputusan
DPRD memuat:
a. pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
¢. peringatan.
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak
menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari
rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 {tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan jumlah
anggoeta DPRD yang hadir.

(2)

Hak Mengajukan Raperda
Pasal 36

Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan
peraturan daerah.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan
peraturan daerah diserlai penjelasan secara tertulis dan
diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

M
(2)

Setelah Pasal 35 tambahkan pasal
baru yang mengatur pernyataan
pendapat anggota DPRD

Judul -7asal 36 disempumakan,
disesuaikan dengan alat
kelengkapan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014
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14

3

4

Hak Memilih dan
dipilih

Hak Mengikuti
Orientasi dan
Pendalaman Tugas

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh

pimpinan DPRD disampaikan kepada Bades-Legiskasi-Baseah
untuk dilakukan pengkajian.

Berdasarkan hasil pengkajian Badas—tkes
pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat panpurna
CPRD.

Dalam rapat paripurna, para pengusul dibefi kesempatan

memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2.

Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana

dimaksud pada ayal (5) dilakukan dengan memberikan

kesempatan kepada:

a. anggota GPRD fainnya untuk membenkan pandangan;
dan

b. para pengusul memberikan jawaban alas pandangan
para anggota DPRD lainnya.

Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD,

para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau
mencabutnya kembali.
Rapat paripuma DOPRD memutuskan menenma atau

menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRO.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas
prakarsa DOPRD engikuti ketentuan yang berlaku dalam
pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa
Bupati.

Pasal 39

Seliap anggota OPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi
m:@@oﬂm atau qu_:m_: Qm: m_mﬁ xm_m:@xmum: DPRD kesuah-Pimpiaan

orientasi am

um:am_mam:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tembaga
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretanat DPRD, Parlal

Politik, atau Perguruan Tinggi.

nmim_m:@@ma lugas

(3)

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh
pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan
Peraluran Daerah untuk dilakukan pengkajian.

Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan

Baerah pimpinan OPRD  menyampaikan  kepada rapat
paripurna DPRD.
Dalam rapat paripuma, para pengusul diberi kesempatan

memberikan penjelasan atas usul prakarsa Sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan
kesempatan kepada;

a. anggota OPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para

anggota DPRD lainnya.

Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD,
para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau
mencabutnya kembafi.

Rapat paripumna DPRD memutuskan menerima atau menolak |

usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas
prakarsa OPRO mengikuti  kelentuan yang beraku dalam
pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa
Bupati.

Pasal 39

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilh menjadi
anggota atau pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

()

Pasal 42
Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi
pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada pemulaan
masa jabatan dan mengikuti pendalaman tugas pada masa

jabatannya.

Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah. Sekretariat DPRD, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.

ol

Pasal 39 disempurnakan

Pasal 42 disempumakan
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(3) Penyetenggaraan  orientasi  dan  pendalaman  tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara
{ efektif dan efisien.
| (4) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuli orientasi
[ pelaksanaan tugas sseagagai anggola DPRD pada permulaan
masa jabatan dan mengikuti pendalaman tugas pada masa
jabatannya.
(5) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan onentasi dan
pendalaman {ugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

15 Hak Protokoler, Hak Profokoler, Keuangan dan Administrasi
Keuangan dan Hak-Peotokeler
Administrasi Pasal 43

(1) Pimpinan dan anggota OPRD mempunyai hak protokoler ;

_ dalam Peraturan Pemerintah.

16 | Pemberhentian Antar | Pasal 46
Wakitu (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b. huruf d, huruf f, dan hurf g,
_ dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang
dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas
b= pengaduan dari pimpinan DPRD. masyarakat dan/atau pemilih

{?) Hak prolokoler sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur !

-17-
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{(3) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara efektif dan
efisien.

(4) Anggota OPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan
pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pimpinan DPRO dan kepada pimpinan fraksinya.

Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi
Pasal 43
(1) Pimpinan dan anggola DPRD mempunyai hak protokoler.
(2) Hak protokoler sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal ...

(1) Pimpinan dan anggola DPRD mempunyai hak keuangan dan
administratif.

{2} Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.

(3) Datam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan

anggola DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya |

disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan
peraturan pemenntah.

Pasal 46
(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g,
dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang
dituangkan dalam kepuiusan Badan Kehormatan DPRD atas
pengaduan dari pimpinan DPRD., masyarakat dan/atau pemilih.

Pasal 43 disempurnakan

Setelah Pasal 43 tambahkan pasal

bau  yang  mengatur

hak

keuangan, sesuai ketentuan Pasal
178 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014

Pasal 46 disempumakan
ditambahkan 1 {satu) ayat baru

dan
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| Penggantian Antar
| Waktu

P (D)

(3)

surat pimpinan DPRD

3

Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian
anggota DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat
paripurna.

Paling fama 7 (tujuh) han sejak keputusan Badan Kehormatan
DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripumna
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oimpinan DPRD
menyampaikan kepulusan badan kehormatan DPRD kepada
pimpinan pariai politik yang bersangkutan,

Pimpinan partai politk yang bersangkutan menyampaikan
keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan
OPRD, pating tambat 30 (tiga puluh) hari sejak diteimanya
keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) dan pimpinan DPRD;

Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak membenkan keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD
meneruskan keputusan badan kehormatan OPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melatui Bupati paling
lama 7 hari keputusan tentang peresmian setelah berakhimya
batas waktu untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
Gubermnur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas} hari sejak
diterimanya kepufusan badan kehormatan DPRD atau
keputusan pimpinan partai poiitik tentang pemberhentian
anggotanya dari Bupati.

Pasal 48

Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang
diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti
antarwaktu dengan melampirkan foto copy calon tetap dan
daftar peringkat perolehan suara partai  polik yang
bersangkutan yang telah dilegalisasi kepada KPU dengan
tembusan kepada pimpinan partai polifik yang bersangkutan.

KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat {1} kepada _
pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) har sejak diterimanya

- I8 -
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(2)

(3)

(2)

Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian
anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripumna.

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan
DPRO yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan
keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai
politik yang bersangkutan;

Pimpinan paral politik yang bersangkutan menyampaikan
keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan
DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh} han sejak diterimanya
keputusan badan kehomatan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dar pimpinan OPRD;

Dalam hal pimpinan partai politk sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tdak memberikan kepulusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD
meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana
dimaksuJ pada ayat (2) kepada gubernur meialui Bupati paling
fama 7 har keputusan tentang peresmian setelah berakhirnya
batas waktu untuk mempereleh peresmian pemberhentian; _
Paling lama 7 ({tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5} diterima, bupati
menyarmpaikan keputusan lersebut kepada Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejax diterimanya
keputusan badan kehormatan DPRO atau keputusan pimpinan
partai politik tentang pemberhentian anggolanya dan Bupati.

Pasal 48

Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang
diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti
antarwaktu dengan melampirkan foto copy calon tetap dan daftar
peringkal perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang
telah dilegalisasi kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan
partai politk yang bersangkutan.

KPUD menyampaikan nama calon pengganti antarwakiu
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47

ayal (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambal 5 |
lima) hari sejak diterimanya sural pimpinan DPRD,

Pasal 48 disempurnakan
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Pemberhentian
Sementara

3

{6)

Paling lambat 7 {luyjuh) harn sejak menerima nama calon
pengganti antarwaktu dan KPU sebagaimana dimaksud pada
ayal (2), Pimpinan DPRD setelah menyampaikan konfirmasi
kepada pimpinan  partai politk yang  bersangkutan,
menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan
nama calon pengganti antarwaktu kepada gubemur melalui
bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
Dalam hat KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti
antarwakfu, atau menyampaikan nama pengganti antarwakiu
yang tidak sesuai dengan kefentuan dalam Pasal 47 ayat (1)
atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi
dengan pimpinan  partai  politik yang  bersangkutan,
menyampaikan nama calon pengganti antarwakiu dan partai
pofitik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 47 ayal (1) atau ayal (2) kepada gubernur mefalui
bupati.

Paling lambat 7 {tujuh) hari sejak menerima nama anggota
DPRD vyang diberhentikan d¢an nama calon pengganti
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4},
bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur
untuk diresmikan perberhentian dan pengangkatannya.

Faling fambat 14 {empat belas) hari sejak menerima usulan
penggantian antar waktu dan bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) Gubernwr meresmikan pemberhentian dan
pengangkatan anggota DPRD.

Dalam hal bupali tidak mengusulkan penggantian antarwakiu
kepada gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
gubemur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD
berdasarkan pembentahuan dar pimpinan DPRD.

Pasal 51

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

a. Menjadi lerdakwa dalam perkara lindak pidana umum yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima} tahun atau lebih;
atau

b Menjadi terdakwa dalam perkara tndak pidana khusus.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diusutkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalus

bupati.

(3)

(5)

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

| a.

Paling lambal 7 (tujuh) han sejak menerima nama calon
pengganti antarwaktu dan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pimpinan DPRD menyampaikan'nama anggota DPRD yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada
gubernur melalui bupati.

Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti
anlarwakty, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
47 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil
konfirmasi dengan pimpinan partai politk yang bersangkutan,
menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan partai
politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
47 ayat (1) atau ayat {2) kepada gubernur mefalui bupati.
Paling tama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD
yang diberhentikan dan nama calon penggantt antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupatt menyampaikan
nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwakiu kepada Gubernur Sebagai  Wakil
Femerintah Pusat.

Paling lama 14 {empat belas) hari sejak menenma nama anggota
DPRD yang diberhentikan dan nama pengganti antar waktu dan
bupali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubemur
meresmikan pemberhantian dan pengangkatan anggota DPRD.
Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian  antarwakiu
kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota OPRD
berdasarkan  pembenlahuan dari pimpinan DPRD dengan
Keputusan Gubernur,

Pasal 51

.

Pasal 51:
- Ayat (1) disempurnakan.

menjadi terdakwa dalam perkara findak pidana umum yang |- Ayal (2) sd ayat (7) diadikan

diancam dengan pidana penjara paiing singkat 5 {(lima) tahun atau |

lebih; atau
menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

pasal tersendiri/pasal baru.
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(3) Apabila

setelah 7 (tuuh) hari sejak anggota DPRD
ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris
DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD
yang bersangkutan kepada bupati.

Bupati berdasarkan laporan sekretanis DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian
sementara anggota DPRD vyang bersangkutan kepada
gubernur.

Gubermnur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD
atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan ayat
(4).

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaxsud pada
ayat (5) berlaku lerhitung mulai {anggal anggota DPRD yang
bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Anggota DPRD vyang diberhentikan sementara tetap
mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang
paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta
tunjargan pemefiharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah
karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai anggota DPRD.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berlaku

mulai langgal putusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka anggota DPRD vang bersangkutan diaktifkan kembali
apabila masa jabatannya belum berakhir.

20 -

(3)

Pasal 53
Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48
ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD
yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bedaku
mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
fetap.
Dalam hat angg..a DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan
lindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1)
huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang lelah
memperoleh kekuatan hukum tetap, angaota DPRD yang
bersangkutan diaktifkan kembali.

Pasat 53 disempumakan
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Badan Musyawarah

{7

— w . S S
Pasal 57
Dalam hal seorang Pimpinan DPRO diberhentikan dari
jabatannya, para anggota pimpinan fainnya menrgadakan
FuSyawarah—u SoRaaRnya—

Lorilihnva-perogantdefiniit
Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan menjadi terdakwa karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5
(ima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara
pidana khusus Pimpinan DPRD yang bersangkutan
diberhentikan sementara.

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengaditan
yang telah mempunyat kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD
melaksanakan tugas kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 55
burafa-danbunitd

Dalam hal ketua dan para wakil kelua berhenti secara
bersamaan, tugas pimpinan DPRD difaksanakan oleh pimpinan
semeniara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
19.

Pasal 58
Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan
keanggotaan DPRD.
%mnmmm*
Badan Musyawarah terdin dan unsur-unsur Fraksi berdasarkan
perimbangan jumlah anggota dan paling banyak selesgah dari
jumlah anggota DPRD.
Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam
Rapat Paripurna. ’
Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang karena jabatannya adalah
Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan
Musyawarah bukan anggota.

4

(1)

(4)

Pasal 57
Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dan
jabatannya, para anggota pimpinan lainnya menetapakan salah
seorang diantara pimpinan unluk melaksanakan tugas pimpinan
yang berhenti sampai dengan ditelapkannya pimpinan pengganti
yang definitif.
Dalam hai salah seorang Pimpinan DPRD dinyatakan menjadi
terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa
dalam perkara pidana khusus Pimpinan DPRD yang
bersangkutan diberhentikan sementara.
Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD
melaksanakan tugas kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 53.
Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan,
tugas pimpinan DFRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara
yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19.

Pasai 58
Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan
keanggofaan DPRD.
Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan
perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 2 (setengah)
dari jumiah anggota DPRD.
Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam
Rapat Paripurna sefelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-
komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.
Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang karena jabatannya adalah
Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
Sekretaris OPRD karena jabatannya adalah Sekretans Badan
Musyawarah bukan anggota.

_ 5

| Pasal 57 disempumakan

Pasal 58 disempumakan
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Komisi

Badan Kehormatan
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Pasal 60
Komisi merupakan alal kelengkapan DPRD yang bersifal telap dan
dibeniuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Seliap anggota DPRD kecuali Pimpinan CPRD, wajity menjadi anggola
salah salu komisi.
Jumlah Komisi-komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 4 (empat)
komisi.
Jumiah anggola seliap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diupayakan sama.
Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahan ke komisi
lain didasarkan alas usul Fraksinya dan dapat dilaksanakan setiap
awal tahun anggaran.
Ketua, Wakil Keiua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh
anggota komisi, unfuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Panpurna
DPRD.
Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna OPRD
atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
Anggota DPRD pengganli anlar waktu menduduki tempat anggola
komisi yang diganbkan.

MMasa lwgas—pimpinan komisi ditetapkan paling lama dua setengah
tahun.

Pasal 63
Badan Keharmatan merupakan Alal kelengkapan DPRD yang bersifat
telap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Kepulusan DPRD.
Jumiah anggota Badan Keharmatan sebanyak 5 (lima) orang
Masing-masing Fraksi dapat mengusulkan 1 (salu) QOrang Anggota
Fraksinya untuk menjadi Anggola badan Kehormatan.
Anggola Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipilih dari dan oeh anggota DPRD.
Pimpinan Badan Kehormalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lerdini alas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari
dan oleh Anggota Badan Xehormatan.
Anggota Badan Keharmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih dan ditetagkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usu!
dari masing-masing Fraksi.
Anggola DPRD Pengganti Anfar Waklu menduduki tempal anggota
Badan Kehormatan yang digantikan.
Masa tugas anggola Badan Kehormatan ditefapkan dua setengat
lahun.
Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibanlu cleh
Sekretaral yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekrelarial
DPRD

4

5

(1)

{7)

8)

9

Pasal 60
Komist merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifal felap dan
dibentuk aleh DPRD pada awal masa jabalan keanggotaan DPRD.
Setiap anggola DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggoia
salah satu Komisi.
Jumlah komisi-komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 4
{empat) Komisi.
Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
diupayakan sama
Kelua, Wakil Ketua, dan Sekrelaris Komisi dipifih dari dan oleh anggola
Komisi, dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
Penempatan anggola DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke
komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapal dilakukan setiap awal
tahun anggaran.
Anggola DPRD Pengganli Antar Wakiu menduduki tempat Anggota
Komisi yang diganlikan.
Masa tugas anggola DPRD dalam komisi diletapkan paling lama dua
setengah tahun.
Masa jabalan, ketua, wakil ketua, dan sekrelaris komisi ditetapkan paling
lama dua selengah tahun.

Pasal 63
Badan Kehormalan dibenfuk olen DPRD dan merupakan Alat
kefengkapan DPRD yang bersifat telap yang dibentuk dan ditelapkan
dengan Keputusan DPRD.
Jumiah anggata Badan Kehormatan sebanyak 5 (limaj orang.
Masing-masing Fraksi dapal mengusulkan 1 (satu) Orang Anggofa
Fraksinya unluk menjadi Anggota badan Kehormatan.
Anggola Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayal (3}
dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
terdifi atas seorang Kelua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan
oleh Anggota Badan Kehormatan.
Anggota Badan Kehormalan sebagamana dimaksud pada ayat (1)
dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul
dari masing-masing Fraksi.
Anggota DPRD Pengganli Antar Waklu menduduki lempat anggota
Badan Kehormatan yang digantikan.
Masa lugas anggola Badan Kehormatan ditelapkan dua setengah tahun.
Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
Sekretanat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 60 disempurnakan

Fasal 63 disempurnakan
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Badan Anggaran

a.

(1) Dalam hal

Pasal 68
hasil penyefidikan, verifkasi, dan kiarifikasi
sebagaimana dimaksud datam Pasal 67 ayat (3) menyatakan
bahwa teradu  terbukti  bersalah, Badan Kehormalan
menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan

kepada rapat paripurna DPRD.

| (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian
sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRDC  menyampaikan
keputusan flersebut kepada pimpinan partai politk yang
bersangkutan.

Pimpinan parai politk sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
keputusan Badan Kehormalan  ditenma, menyampaikan
keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada
pimpinan DPRD.

Dalam ha! pimpinan parai politk tidak menyampaikan
keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul
pemberhentian  anggota DPRD  fersebut  berdasarkan

keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada
m:.m_ Q xmnmam @c_umBE melalui Ucom: 8@_ m:@@os OPRD.

anggota DPRD kebupaterfketa berdasarkan usul pimpinan
DPRO sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 70

Badan Anggaran mempunyai tugas:

membenkan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran
DPRD kepada dalam mempersiapkan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan
sebelum ditetapkannya APBD;

melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya
kepada komisi ferkait untuk memperoleh masukan dalam
rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran sementara

(1) Dalam

(2)

.

Pasal 68

hal hasil penyelidikan, verfikasi, dan kiarifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) menyatakan
bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehomatan
menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada
rapat paripurna DPRD.

(3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian
sebagai anggota OPRD, pimpinan DOPRD  menyampaikan
keputusan fersebul kepada pimpinan partai palitk  yang
bersangkutan.

Pimpinan partai politk sebagaimana dimaksud pada ayal (3),
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
keputusan Badan Kehomatan diterima, menyampaikan

keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada
pimpinan DPRD.

Dalam hal pimpinan partai politk tidak menyampaikan
keputusan dan usul pemberhenfian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4}, pimpinan DPRD menyampaikan usul
pemberhentian  anggota  DPRD  fersebut  berdasarkan

keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada gubernur melalui bupati bagi anggota DPRD.
Gubernur  meresmikan pemberhentian anggota DPRD
berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Pasal 70

Badan Anggaran mempunyai tugas:

a.

memberikan saran dan pendapat berupa pokok-p~..<ok pikizan
OPRD  kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima)
bulan sebelum ditetapkannya APBD;

melakukan konsuftasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada
komisi terkait untuk memperoleh masukan  dalam rangka
pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta priorilas dan
plafon anggaran sementara;

5

Pasal 68 disempurnakan

Pasal 70 disempumnakan
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Badan  Pembentukan
Peraturan Daerah

|
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memberikan  saran  dan pendapat kepada Bupali dalam ¢ memberkan saran dan pendapat kepada Bupali dalam mempersiapkan
mempersiapkan rancangan peraluran daerah tenlang perubahan | Rancangan Peraluran Oaerah lentang Perubahan APBD dan
APBD dan rancangan peraluran daerah tentang pertanggungjawaban Rancangan  Peraluran  Daerah  tentang  Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; Pelaksanaan APBD;
melakukan penyempurnaan rancangan peraiuran daerah tentang | . melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan rancangan peraturan  daerah  lentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah lentang Pertanggungjawaban
perlanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasit evaluasi Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubemur bersama Tim
gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah; Anggaran Pemerintah Daerah;
melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah [ e.  melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
terhadap rancangan kebijakan umum APBD serla rancangan ferhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prigritas
priaritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
kepala-daerah; dan f.  memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan

memberikan saran kepada pimpinan CPRD dalam penyusunan
anggaran belanja DPRD.

Pasal 74

Badan Perbeniukan Peraluran Daerah bertugas:

a

menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan Daerah yang
memuat daftar urutan dan prigrilas rancangan peraturan daerah
beserta alasannya untuk seliap lahun anggaran di lingkungan DPRD,
koordinasi unluk penyusunan program Pembentukan Peraluran
Daerah antarz DPRD dan pemerintah daerah;
menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan
pragram priofilas yang telah diletapkan;
melakukan  pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan peraluran daerah yang digjukan anggoia,
komisi danfatau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan
daerah fersebul disampaikan kepada pimpinan OPRD;
memberikan pertimbangan lerhadap rancangan peraturan daerah
yang diajukan oleh anggota, komist danfatau gabungan komisi, di
luar prioritas rancangan peraluran daerah tahun berjalan atau di
luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program
o “
mengikuli perkembangan dan melakukan evaluasi lerhadap
pembahasan matén muatan rancangan peraturan daerah meiau
koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan
zeraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, dan
membual laporan kinerja pada masa akhir keanggofaan DPRD
bakk yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat
digunakan sebagar bahan oleh komisi pada masa keanggotaan
benkutnya

anggaran belanja DPRD,

Pasal 74

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

a.

menyusun rancangan program Pembenlukan Peraturan Daerah yang
memual daftar urutan dan prionlas rancangan peraluran daerah
beseria alasannya unluk setiap lahun anggaran di lingkungan DPRD;
koordinasi  untuk penyusunan progrant  Pembentukan Peraturan
Daerah antara DPRD dan pemeninlah daerah;

menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan
program pricritas yang telah dilelapkan;

melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan peraturan daerah yang digjukan anggota, komisi
dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah
tersebut disainpaikan kepada pimpinan DPRD,

memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah
yang diajukan oleh anggota, komisi danfatau gabungan komisi, di
fuar prioritas rancangan peraluran daerah tahun berjalan atau di luar

rancangan peraluran daerah yang lerdaftar dalam Program
Pembentukan Peraluran Daerah;
mengkuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap

pembanasan maleri muatan rancangan peraturan daerah melatui
koordinasi dengan komisi danfatau panitia khusus;

memberikan  masukan kepada pimpinan DPRD afas rancangan
peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, dan
membual laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik

yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat
digunakan sebagar bahan oleh komisi pada masa keanggotaan
berikutnya.

Pasal 74 disempurnakan
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Masa Persidangan

BAB Vil
PERSIDANGAN, MASARERSIDANG AN-DAN RAPAT
Bagian Kesatu
Persidangan
Pasal 76
(1) Pada awal masa jabatan keanggolaan DPRD, tahun sidang
DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpahfjanji anggota
DPRD.
(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada
persidangan terakhir dan satu periode keanggotaan DPRD
dilakukan tanpa masa reses.

(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kai
reses.

(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD  secara
perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah |
pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

(6} Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok  wajib
membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya
pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang
disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripuma.

(7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana |
dimaksud pada ayat (4), diletapkan oleh pimpinan DPRD |
selelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. |

Persicangan: _
{2) Masa Pesidangan meliputi ;

a. Masa Persidangan f : September s.d Desember

b.  Masa Persidangan il : Januari s.d Apnl

c. MasaPersidangan Il : Meis.d Agustus

1~
[y
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BAB VIl
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Persidangan
Pasal 76

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang
DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpahfanji anggota
DPRD.

(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
atas 3 (tiga) masa persidangan.

(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
metiputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada
persidangan terakhir dad satu periode keanggolaan DPRD
dilakukan tanpa masa reses.

(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
difaksanakan paling tama 6 (enam} hari kerja dalam 1 (satu) kali
reses.

(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD
perseorangan alau kelompok untuk niengunjungi
nemifihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib
membuat laporan terfulis atas hasil pelaksanaan tigasnya
pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat {5), yang
disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripuma.

(7} Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD
setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

secara
daerah

Pasal 77

(1) Pada awal masa jabalan keanggotaan Tahun Sidang DPRD
dimulai pada saal pengucapan sumpah/janji anggota, yang dibagi
dalam 3 (liga) masa persidangan. ’

(2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali
pada persidangan terakhir dan satu periode keanggotaan DPRD,
masa reses ditiadakan.

(3} Masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi:
a. Masa Persidangan | : September s.d Desember
b. Masa Persidangan (| : Januaris.d April
¢. Masa Persidangan Ili . Mei s.d Agusius

5

Judul BAB VIl dan Pasal 7%
disempumakan

Pasal 77 disempumakan
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(3)

Reses dilaksanakan 3 (liga) kaii dalam 1 lahun pafing lama 6
{enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses,

{i—t-{Satui—kali=Reses dilaksanakan dalam 1 (satu) Masa

Persidangan, yaity pada bulan 1 {(satu), 2 {dua) dan 3 (tiga}
masa pesidangan.

Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan
anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat,
Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh
Pimpinan DPRD berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah.
Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh
Badan Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang
memerlukan diadakannya rapal,

Seliap melaksanakan tsgas reses sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok
wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang
disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna;
Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan feses kepada
kepala Daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti;

Dalam rangka kegiaian reses, Sekrelariat DPRD menyediakan
fasilitas dan dukungan biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Pasal 78
Jenis Rapat DPRD terdin atas:
rapat paripurna,
rapat paripurna istimewa,
rapat pimpinan DPRD;
rapat fraksi;
rapat kansuttasi;
rapat Badan Musyawarah,
rapat komisi;
. rapat gabungan komisi,
j. rapat Badan kegistasi-Dasrah;
k. rapat Badan Kehormatan; .
I. rapat panitia khusus;
m. rapat kerja;
n. rapat dengar pendapat; dan
o. rapat dengar pendapat urmum

Te "~ a0 oo

{4)

Masa reses sebagaimana dmaksud pada ayat (2) dilaksanakan 2
(tiga) kali dalam 1 tahun dan paling lama 6 (enam) han kerja
dalam 1 (satu) kali reses dilaksanakan dalam 1 (salu) Masa
Persidangan, yaitu pada bulan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 {tiga)
masa pesidangan.

Masa reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan
anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat;
Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh
Pimpinan DPRD berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah.
Selama masa reses berangsung, lidak dilakukan Rapat oleh
Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang
memeriukan diadakannya rapat;

Setiap melaksanakan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib
membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang
disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna;
Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada
kepala Daerah untuk selanjuinya ditindaklanjuti;

Dalam rangka kegiatan reses, Sekretanat DPRD menyediakan
fasifitas dan dukungan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pasal 78
Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
rapal paripurna;
rapat paripurna istimewa;
rapat pimpinan DPRD;
rapat fraksi;
rapat konsultasi;
rapat Badan Musyawarah;
rapat komisi;
rapat yabungan komisi;
rapat Badan Anggaran;
rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
rapat Badan Kehormatan;
rapat panitia khusus,
rapal kerja;
rapat dengar pendapat, dan
rapat dengar pendapat umum.

O3 T ATITDGQ o0 o

Pasal 78 disempumakabn




{2}

(13)

(14)

3

Rapat paripurna merupakan forum rapat lertinggi anggota OPRD
dalam pengambilan kepulusan yang dipimpin oleh kelua atau wakil
kelua DPRD.

Rapal paripurna islimewa merupakan rapat anggola DPRD yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara
tertentu dan tidak mengambil keputusan.

Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan
DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

Ragat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan
frakst.

Rapal keoesdinast adalah rapal antara pimpinan DPRD dengan
pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang
dipimpin oleh pimpinan OPRD.

Rapal Badan Musyawarah merupakan rapal anggola Badan
Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan
Musyawarah.

Rapal komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin aleh
ketua atau wakil ketua komisi.

Rapa! gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin
oleh ketua atau wakit ketua DPRD.

Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan
Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
Rapat Badar—tegislasi Dasrah merupakan rapal anggota Badan
Legislasi-BDacsah yang dipimpin oeh kelua atau wakil kelua Badan
Logslasi-Basrah.

Rapat Badan Kehormatan merupakan  rapal anggota Badan
Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil kelua Badan
Kehormatan

Rapal panitia khusus merupakan rapat anggola panilia khusus
yang dipimpin oleh ketua alau wakil ketua panilia khusus.

Rapat kerja merupakan rapal antara DPRD ¢an Bupali atau pejabat
yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan
komisit, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang
ditunjuk.

Rapat dengar pendapat merupak”.i
pemerintah daerah.

Rapal dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD
dan masyarakal baik lembagaforganisasi kemasyarakatan Bmcoc:
perseorangan atau anlara komisi, gabungan komisi, atau pami
khusus dan masyarakat balk lembagalorganisasi xmsmmv,m&xma:
maupun perseqrangan

rapal anlara DPRD dan
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(11

(12)

(13)

(14)

(15)

{16]

Rapat paripuma merupakan forum rapal tertingg anggola DPRD
dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil
kelua OPRD.

Rapat paripumna islimewa merupakan rapal anggota DPRD yang
dipimpin oleh kelua atau wakil kelua untuk melaksanakan acara
tertentu dan tidak mengambil kepulusan.

Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan
DPRD yang dipimpin oleh kefua alau wakii ketua DPRD.

Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan
fraksi.

Rapat koonsultasi adalah rapat anlara pimpinan DPRD dengan
pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin
oleh pimpinan OPRG

Rapat Badan Musyawarah merupakan rapal anggofa Badan
Musyawarah yang dipimpin oleh kelua afau wakl keiua Badan
Musyawarah.

Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh
kefua alau wakil kelua komisi.

Rapat gabungan komisi merupakan rapal antar komisi yang dipimpin
oleh kelua atau wakil ketua DPRD.

Rapat Badan Anggaran merupakan rapal anggota Badan Anggaran
yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat
anggola Badan Pembentukan Peraluran Daerah yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua Badan Pembeniukan Peraturan Daerah.

Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggoia Badan
Kehormatan yang dipimpin oleh kelua alau wakil kelua Badan
Kehormatan.

Rapat panitia khusus merupakan rapal anggota panitia khusus yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupali atau pejabal
yang dilunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan
komisi, atau panitia khusus dan bupali atau pejabat yang ditunjuk.
Rapat dengar pendapal merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah
daerah.

Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat anlara DPRD dan
masyarakal baik lembagaforganisasi  kemasyarakatan maupun
persgorangan atau antara komisi, gabungan komisi, alau panitia khusus
dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun
perseorangan
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Pasal §2

{1} Rapat DPRD yang bersifal terbuka meliputi rapat paripurna DPRD,
rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat OPRD yang bersifal tertutup meliputi rapal pimpinan
DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah,
Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.

(3) Rapat DPRD vyang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan
tertufup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat
panitia khusus, rapal Badan kegislasi-Baseragh, rapal kerja, dan
rapat dengar pendapat.

Pasal 88
Hari, jam kerfa dan waktu rapat OPRD adalah :
Hari Senin s.d Jum’at Puku! 08.0G s.d 16.00 WIB;
Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan
Musyawarah, rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mufai Pukul
19.00 s.d 23.00 WIB.

Pasal 90

(1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang

ditetapkan selesai dibicarakan,
(?) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum
terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan
rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan
dalam rapat berkutnya alau meneruskan penvelesaian acara
tersebut atas persetujuan rapat.
Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau
kesimpulan yang dihasifkan eleh rapat sebelum menutup rapat.

rapat
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Pasal 82

(1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripuma DPRD,

rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD,

rapat kansultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran,
dan rapat Badan Kehormatan.

(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup

meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus,
rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan rapat
dengar pendapat.

Pasal 88

(1) Han dan jam kerja DPRD adalah:

a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB;
b. istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB;

¢. har Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan

d. istirahat jam 11.30 5.d 13.00 WIB.

{2) Haridan Jam Rapat DPRD adalah:

a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB;
Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00
WIB; dan

b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditelapkan Badan
Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan diluar haii dan jam
kerja/libur dan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB-selesai.

(3) Rapat dilaksanakan digedung DPRD.
(4) Dalami hal Rapat tidak dapat rlilaksanakan di gedung DPRD karena

Kebutuhan atau atasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di
tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 90

(1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan

selesat dibicarakan.

(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan,

sedangkan wakiu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda
penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya
atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan
peserta rapat.

(3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau
kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat sebelum menutup rapat.

5
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Pasal 82 disempurnakan

Pasal 88 disernpurnakan,
disesuaikan  demgan  Keppres
Nomor 68 Tahun 1995 tentang
Hari  Kerja di  Lingkungan

Lembaga Pemenniah.

Pasal 90 disempumakan
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Pasal 91
Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat
mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai
acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai
perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan
dibahas.
Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara terulis dengan menyebutkan wakiu dan masalah yang
diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat
yarg-bersangketan dilaksanakan.
Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk
segera dibicarakan.

(4) Badan Musyawarah membicarakar dan mengambil keputusan

tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3).

Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat,
Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan
perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1)

Pasai 91

Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemenntah Daerah dapat

mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai
acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai
perubahan wakiu maupun mengenal masalah yang akan dibahas.
Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara fertufis dengan menyebutkan wakiu dan masalah yang
diusulkan selambat-lambatnya tiga han sebelum acara rapat
dilaksanakan.

Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah uniuk
segera dibicarakan.

Badan Musyawarah membahas dan mengambil keputusan
tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3).

Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat,
Pimpinan DPRD menelapkan dan mengambil keputusan
perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5

Pasal 91 disempumakan

Pasal 92 dihilangkan, karena sudah _
diatur dalam Pasal 91
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Pasal 95
Sebelum berbicara, anggola rapat yang akan berbicara mendaftarkan
namanya tlerlebih dahulu, dan pendaftaran lersebul dapat juga
dilakukan oleh Fraksinya.
Anggota rapat yang belum mendaftackan namanya, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut
pendapal pimpinan rapal ada alasan yang dapal diterima.

Pasal 96
Gikran  berbicara dialur oleh  pimpinan rapal menurul urulan
pendaftaran nama.
Anggota rapat-dapal berbicara ditempat yang telah disediakan selelah
dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
Seorang anggota repab-yang bDerhalangan pada waktu mendapat
giliran berbicara dapal digantikan oleh anggola rapad dari iraksinya
Qm:@m: mmcm:@ma:cm: EBU_:m: ﬁmumﬁ

Pasal 97
Pimpinan eapal dapat menentukan lamanya anggota eagat berbicara.
Pimpinan sapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara
mengakhiri pembicaraar, apabila seseorang pembicara melampaut
batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 98

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat

melakukan interupsi untuk :

a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya
mengenai masalah yang sedang dibicarakan;

b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut
diri dan/atau fugasnya;

c.  mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang
dibicarakan; atau

d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

—
-
—
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Pasal 93 angkan, karena rapat
paripurna yang sedang berlangsung tidak
mungkin merubah agenda rapat
Pasal 95 Pasal 95 disempurnakan

Sebelum berbicara, anggota DPRD yang menghadin rapat paripurna
vang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan
pendaftaran ersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.

Anggota rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
mendaftarkan namanya, fidak boleh berbicara kecuali apabila menurut
pimpinan rapat ada alasan yang diterima.

Pasal 96
Anqgota DPRD yang berbicara dalam rapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (1) diatur bergiliran oleh pimpinan rapat menurul
urutan pendaftaran nama.
Anggota DPRD berbicara dilempal yang lelah disediakan setelah
dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
Seorang anggota DPRD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran
berbicara, dapal digantikan ofeh anggola DPRD dari Fraksinya dengan
sepengefahuan pimpinan rapal.
Anggota DPRD lidak diperkenankan menghalangi/fmengganggu anggata
DPRD yang akan berbicara.

Pasal 97
Pimpinan rapal dapat menentukan lamanya anggota DPRD berbicara
dalam rapal.
Pimpinan DPRD dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara
mengakhir  pembicaraan, apabila seseorang pembicara melampaui
balas waktu yang telah dilentukan.

Pasal 98
Seliap anggota DPRO dalam rapat dapat melakukan interupsi
untuk :
a. meminta penjelasan tentang pemmasalahan yang sedang
dibahas;
b.  menjelaskan hal terkait kapasilas pembicara;

¢. mengajukan usul prosedur mengenai soafl yang mmamsf

dibicarakan: atau
d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

Fasat 96 disempurnakan

Pasal 97 disempurnakan

Pasal 98 disempurnakan
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Pimpinan rapat dapal membatasi lamanya pembicara melakukan
inlerupsi, sebagaimana dimaksud pada ayal (1), memperingatkan dan
menghentikan pembicara apabila interupsi lidak ada hubungannya
dengan malen yang sedang dibicarakan.

Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
dan b, lidak dapat diadakan pembahasan.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf ¢ dan d, sebelum
dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 89

Apabila seorang pembicara menurut pendapal pimpinan rapat

menyimpang dan  pokok  pembicaraan,  pimpinan  rapal
memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada
pokok pembicaraan.

Pasal 100
Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kala-
kata yang tdak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu
keterliban rapal, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum.
Pimpinan rapal meminta agar yang bersangkutan menghentikan
perbualan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), danfatau
memberikan kesempatan kepadanya uniuk menark kembali kala-
katanya dan menghentikan perbualannya.
Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kala
pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tdak
perah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 101
Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97, pimpinan rapat melarang pembicara
tersebut meneruskan perhicaraan dan perbuatannya.
Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga
tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pirmpinan rapat meminta
kepada yang bersangkulan meninggalkan rapat.
Apabila pembicara {ersebul lidak mengindahkan permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebul dikeluarkan
dengan paksa dari ruangan rapal atas perintah pimpinan rapat.

(2)

(1)

Pimpinan rapai dapal membatasi lamanya interupsi, dan menghentikan
interupsi apabila tdak ada hubungannya dengan materi yang sedang
dibicarakan.

Terhadap interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 dan b,
tidak dapat diadakan pembahasan.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan d, sebelum
dibahas teclebih dahulu harus mendapat perselujuan anggota rapat.

Pasal 99
Seorang pembicara tidak beleh menyimpang dari pokek pembicaraan.
Apabila seorang pembicara menurut pendapal pimpinan  rapat
menyimpang  dari  pokok  pembicaraan,  pimpinan  rapat
mempenngatkannya dan meminta agar perbicara kembali kepada
pokok pembicaraan.

Pasal 100

Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kala-
kata yang tidak fayak, melakukan perbuatan yang mengganggu
kelertiban rapal, alau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum.

Pimpinan rapal meminta agar yang bersangkutan menghentikan
pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan
kesempalan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan
menghentikan perbuatznnya.

Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kala-kata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lidak pernah diucapkan
dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 101
Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 ayal (2), pimpinan rapal melarang pembicara |

lersebut meneruskan pembicarazan dan perbuatannya.

Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak
diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminla kepada
yang bersangkutan meninggalkan rapat.

Apabila pembicara lersebut lidak mengindahkan  permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], pembncara tersebut dikeluarkar
dengan paksa dan ruangan rapaf atas pennlah pimpinan rapat

Pasal 99 disempurnakan

Pasal 100 disempurnakan

Pasal 101 disempurnakan
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Pasal 102
{1} Pimpinan rapat dapa! menutup atau menunda rapal apabila pimpinan
rapat berpendapat bahwa rapal ftidak mungkin dilanjutkan karena
terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal
101
(2) Lama penundaan rapal, sebagaimana dimaksud pada ayal (1} lidak

Pasal 103

(1)  Unluk seliap Rapat Paripuma dibuat risalah, yang merupakan catatan
Rapat—Padpura yany dibuat secara lengkap dan berisi seluruh
jalannya pembicaraan yang ditakukan dalam rapat serta dilengkapi
dengan catatan tenlang :

Jenis dan silal rapat;

Hari dan tanggal rapat;

Tempal rapat,

Acara rapat;

Waktu pembukaan dan penulupan rapat;

Ketua dan sekretaris rapat;

Jumlah dan nama anggola yang menandalanyani daftar

hadir;
h  Undangan yang hadir.

(2) Rsalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh
Pimpinan Rapal.

{3) Sekrelaris rapal sebagaimana dimaksud pada ayal {*) huruf f adalah
Sekietaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekrelariat DPRD yang
ditunjuk unfuk itu oleh Sekretaris DPRD.

© v a0 ow

Pasal 104

mmfmﬁm:m aumﬂ Bmicmc: risalah uplwk=dibagikan kepada anggola dea
ghkatan setelah rapat selesai.

Pasal 105

(1} Dalam seliap rapat DPRD ke¢uali Rapal Panpuma DPRD, dibual
catatar rapal dan-agsransiagkat yang ditandatangani oleh pimpinan
rapat yang bersangkutan.

(2) Gataten-rapat sebagaimana dimaksud pada ayal (1), memuat pokok
pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam
rapat, sebagamana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan
catatan _mam_._@ hal mmcm@m_sm:m dimaksud dalam Pasal 103 mEH 3

Pasal 102
{1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan
rapat berpendapal hahwa rapal tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi
peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101
{2) Lama penundaan rapal, sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pafing
lama 1{ salu ) jam.

Pasal 103

(1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risatah, yang merupakan catatan
yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan
yang dilakukan dalam rapal serla dilengkapi dengan catatan tentang :

Jenis dan sifat rapat;

Hari dan tanggal rapal;

Tempat rapat;

Acara rapat;

Wakiu pembukaan dan penutupan rapat;

Ketua dan sekrelaris rapat;

Jumlah dan nama anggola yang menandatangani daftar

hadir;
h.  Undangan yang nadir.

(23 Risalah ranat sebagaimana paca ayat (1) ditandatangani oleh
Pimpinan Rapat.

(3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
Sekrelans DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang
ditunjuk unluk itu oleh Sekretans DPRD.

@ moa0 o

Pasal 104
Sekretars rapat menyusun risalah rapal dan membagikan kepada anggota
DPRD setelah rapat selesai.

Pasal 105

{1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna Istimewa DPRD,
dibual risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang
bersangkutan.

{2) Risalah rapal sebagaimana dimaksud pada ayal (1), memuat pokok
pembicaraan, kesmpulan dan atau kepufusan yang dihasilkan datam
rapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan
catatan tentang hal sebagaimana dmaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
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Pasal 106

Sekretaris rapat sesepatara menyusun laporan singkal dan catatan rapat
semenlara—untek—segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang
bersangkutan selelah rapat selesai.

Sefiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
mengadakan koreksi terhadap catatan rapat semestara dalam waktu dua
hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebul dan
menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 108
Undangan rapal terdiri atas :
a.  Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas
undangan Pimpinan DPRD; dan
b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas
undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang
bersangkutan.
Peninjau dan wartawan adafah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa
undang.an Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan
DPRD afau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan,
Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat,
tetapi tidak mempunyai hak suara.
Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh
menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
Untuk undangan, peninjau, dan wariawan disediakan tempat lersendiri.
Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau
ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 109
Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 tetap dipatuhi.
Pimpinan rapat dapat meminfa agar undangan, peninjau, dan/atau warlawan
yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabita
permintaan itu tidax diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan
paksa dan ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi
peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tdak=belea

Pasal 106

Sekretaris rapat segera menyusun laporan singkat dan catatan
rapat dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan
setelah rapat selesai.

Sefiap anggola rapat dan pihak yang bersangkutan diben
kesempalan untuk mengadakan kofreksi terhadap catatan rapat
dalam waktu dua han sejak diterimanya catatan rapat tersebut dan
menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 108
Undangan rapat terdin dari .
a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat
DPRD atas undangan DPRD; dan
b. anggota DPRD yanq hadir atas undangan Pimpinan DPRD.
¢. Peninjau dan warlawan adalah mereka yang hadir dalam rapat
DPRD tanpa undangan Pimpinan DFRD atau Pimpinan Alat
Kelengkapan yang bersangkutan.
Undangan rapat yang bukan anggota BPRD dapat berbicara dalam
rapat alat kelengkapan atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak
mempunyai hak suara.
Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh
menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara
lain.
Undangan
tersendiri.
Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata lerib rapat
dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

rapat, peninjau dan wartawan disediakan tempat

Pasal 109
Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 tetap dipatuhi.
Pimpinan rapat dapat o~ minta agar undangan, peninjau, dan/atau
wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang
rapal dan apabila permintaan itu tidak dindahkan, yang
bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dan ruang rapat atas
perintah pimpinan rapat.
Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila
terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama ....... jam.

Pasal 106 disempurnakan

Pasal 108 disempumakan

Pasal 109 disempurnakan
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Pasal 110
Dalam menghadin Rapat Paripurna, pimpinan dan anggota DPRD
mengenakan pakaian :
a. Sipll harian dalam hal fapat direncanakan tidak akan
mengambil keputusan DPRD;
b.  Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil
keputusan DPRD.
Dalam menghadin Rapat Panpurna yang bersifat Istimewa,
Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap
dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian kebaya
nasional.

Pasal 111
Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan,
Pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau
pakaian dinas harian lengan panjang;
Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD
dapat memakai pakaian daerah atau batik.

Pasal 113

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila

memenuhi Kuorum.

Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila: _

a. dihadin oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat] dari _
jumlah anggota DPRD untuk mengambif persetujuan atas
pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat
seta  untuk  mengambil keputusan mengenai usul
pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;

b. dihadin oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertigl; dari
jumlah anggota DPRD unfuk memberhentikan Pimpinan |
DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah amj
APBD;

¢. dihadin oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumiah anggofa _

DPRD wuniuk rapat paripurna DPRD  selain
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

rapat |

{1

4

g —

Pasal 110

Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD
mengenakan pakaian:

a.

b.

Sipil hanan resmi dalam hal rapat direncanakan tidak akan
mengambil keputusan DPRD;

Sipil resmi dalam hal rapal direncanakan akan mengambil
keputusan DPRD.

Dalam menghadin rapat paripurna yang bersifat istimewa, Pimpinan
dan Anggota DPRD pria mengenakan pakaian Sipil Lengkap dan Peci
Nasional dar bagi wanita berpakaian kebaya Nasional.

Dalam menghadin rapat panpurna istimewa memperingati Hari Ulang

Tahun Provinsi dan Han Ulang Tahun Kabupaten piminan dan anggota

DPRD, prnia mengenakan Pakaian Sipil Resmi Lampung Lengkap

(PRLL) dan wanita mengenakan pakaian Kebaya Motif Lampung.

Pasal 111

Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan,
Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian Sipil 'larian atau
PSR.

Dalam hal acara-acara terteniu Pimpinan dan anggota DPRD dapat
memakat pakaian daerah atau batik.

Pasal 113

Setiap rapat DPRD dapal mengambit keputusan apabila memenuhi
quorum.

Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila :

a. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya % (tiga per empat) dari

o

jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas
pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serla untuk
mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan
atau Wakil Bupati,

rapat dihadin sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk
menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; atau

rapat dihadiri oleh lebih dari ‘% {satu perdua} jumlah anggota DPRD
untuk Rapat Paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b

| Pasal 110 disempurmnakan

Pasal 111 disempumakan

Pasal 113 disempumakan
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Kepulusan rapal paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah

apabiia:

a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua perliga) dari jumlah anggola DPRD
yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (salu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir,
untuk rapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau

c. disetujui dengan suara lerbanyak, untuk rapal sebagaimana dimaksud pada
ayal {2} hurufc.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat dilunda

pafing banyak 2 (dua) kali dengan tenggang wakiu masing-masing tidak lebih

dari 1 (satu) jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapal paling lama 3

{liga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan ofeh Badan Musyawarah.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dmaksud pada ayat (5), kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap kelentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak

angket, hak menyatakan pendapal, dan memberhentikan pimpinan DPRD, serla

menetapkan peraturan daerah, rapal tidak dapat mengambil keputusan dan rapat

paripuma DPRD fidak dapat diulang [agi.

Apabila setelah penundaan sebagamana dimaksud pada ayal (5), kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, lerhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak

dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.

Apabila setelah penundaan sebagamana dimaksud pada ayat (5), kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketenluan

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) buruf c. cara penyelesaiannya diserahkan

kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi,

Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangan: oleh

pimpinan rapat.

Pasal 114
Setiap rapat+apat 2'al kelengkapan DPRD memenuhi kourum apabila dihadiri secara
fisik esh=paling sedikit 50% dilambah 1 dari anggola alal kelengkapan vang
bersangkutan.
Dalam hal alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyalakan syah
apabila disetujui oleh suara terbanyak dart anggota alat kelengkapan yang hadir

)

{6)

[
| (7)

(8)

{1

{2

Keputusan rapal paripurna sebagzimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah

apabila:

a diselujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per liga) dari jumlah anggota
DPRD yang hadir, unluk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

b. diselujui cleh lebib dari ' {safu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir,
untuk rapat sebagaimana dimaksud pacda ayat (2} huruf b; atau

¢. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat {(2) hurufc.

Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayal (2) lidak terpenuhi, rapat

dilunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waklu masing-masing tidak

lebih dari 1 {satu) jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat

{4) quorum belum juga lerpenuhi, Pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3

(liga) hari atau sampai waklu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

Apabila selelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan

hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pirmpinan DPRD

serla menelapkan Peraturan Daerah rapat lidak dapal mengambil keputusan

dan rapat panpurna DPRD fidak dapat diulang lagi.

Apabila selelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat {5), Kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menelapkan APBO, Rapat

tdak dapal mengambil kepulusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada

Gubernur.

Apabila setelsh penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) belum juga terpenuhi, ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul ¢, cara penyelesaiannya diserahxan

kepada pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi

Seliap penundaan rapal, dibual Berita Acara Penundaan Rapat yang

ditandatangani cleh Pimpinan Rapat.

Pasal 114
Setiap rapat alat kelengkapan DPRD memenuhi kourum apabila dihadiri secara
fisik dihadir: paling sedikit 50% (lima puluh persen] jumlah angqota ditambah 1
dari anggola alal kelengkapan yang bersangkulan.
Dalam hal rapat alal kelengkapan DPRO unluk mengambil keputusan,
keputusan dinyatakan sah apabita disetujui oleh suara terbanyak dari anggota
alat kelengkapan yang hadir

Pasal
disempurnakan
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Pasal 115
Setiap peratusasdkeputusan  rapat DPRD, baik berdasarkan
musyawarah maupun berdasarkan pemuaguten suara  kars
dilengkap—dafiachadi—dar—rsalah—fapalyang-dilandalangan=oleh

pimpinaa—rapai—daa=merupakan kesepakalan unluk dilindaklanjuti
oleh semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 116

(1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk
Peraturan/Keputusan DPRD dan peraturan/Keputusan Pimpinan
DPRD.

(2) Peraturan/Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna  DPRD, dan
ditandatangani oleh Kelua atau Wakil Ketua DPRD yang
memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.

(3) PRersturandKeputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditelapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, dan
ditandatangani oleh Ketua dan Waki' Ketua yang hadir dalam
rapat pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 117
(1) Reagambilas peraturan/keputusan berdasarkan musyawarah
dilakukan selelah anggota DPRD vyang hadir diberikan
xmmmaumﬂm: untuk Emimgom_xm: um:amumﬁ atau saran daa

(2)
a_:_mxmca umam
keputusan

(1) Pengambilan peraturanfkeputusan b
swara=dapat dilakukan secara ﬁmﬁccrm atau nmncEn
(2) Pengambilan
mmmmm‘@@mm%mwtkma__
(3) Pengambilan
@m&&ﬂ@@@@mﬁ.@mﬁ%e_m umc__

(1)

o
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Pasal 115

Seliap keputusan rapat DPRD, bak berdasarkan musyawarah untuk
mufakat
kesepakatan untuk ditindaklanjuti ofeh semua pihak terkait dalam
pengambilan keputusan.

maupun  berdasarkan suara terbanyak merupakan

Pasal 116
Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk
Peraturan/Keputusan DPRD dan peraturan/Keputusan Pimpinan
DPRD.
Peraturan/Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditandatangani
oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat
Paripurna pada hari itu juga.
Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, dan ditandatangani oleh
Ketuz dan Wakil Ketua yang hadic dalam rapat pimpinan pada
hari itu juga.

Pasal 117
Pembahasan peraturan/keputusan  dilakukan  berdasarkan
musyawarah mufakat setelah anggota DPRD yang hadir diberikan
kesempatan uniuk menyampaikan pendapat atau saran.
Sebagai bahan hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud

pada ayal (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan
peraturan/keputusan.

Pasal 118
Pengambilan pendapat  dalam rangka penefapan

peraturanfkeputusan difakukan secara terbuka atau tertulup.
Pengambilan pendapat secara terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukar apabila menyangkut kebijakan yang
strategis bagi Pemenntah Daerah.

Pengambilan pendapat secara tertutup sebagaimarna dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila menyangkut rahasia
negara/daerah.
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Tata Cara
Pembentukan

Peraturan Daerah

Pasal 120
Rancangan peraturan dasrah dapat berasal dari DPRD atau
Bupati.

(1)

Rancangan peraluran daerah yang berasal dari DPRD atau | (2)
Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akademik.
Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada | (3)
ayat (1) diajukan berdasarkan program Pembentukan Peraturan
Daerah.
Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat | (4)
mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program
Pembentukan Peraturan Daerah.

{5)

Pasal 126 |
Rancangan perafuran daerah yang telah disetujui bersama oleh (1)
CPRD dan kepalta daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD
kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Penyamparan rancangan peraturan daerah sebagaimana (2)
dimaksud pada ayal (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lambal #=#Hubd= hari terhifung sejak  tanggal
persefujuan bersama.

Pasal 120
Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau
Bupati. i
Rancangan peraturan daerah yang berasal dar DPRD atau
Bupali disenai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akademik.
Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan berdasarkan program Pembentukan Peraturan
Daerah.
Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan
rancangan peraturan daerah di luar program Pembentukan
Peraturan Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah diluar program pembentukan
peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
a. akibat putusan Mahkamah Agung;,

b. APBD;

¢. pembatalan atau klarifikasi darf Menten Dalam Negeri atau
Gubernur,

d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang febih tinggi
setelah program pembentukan perafuran daerah ditelapkan;

e pembeniukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; _

f.  pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa;

g. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau
bencana alam;,

h. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

i.  keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi
atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama
oleh badan pembentukan peraturan daerah dan bagian
hukum.

Pasal 126

Rancangan Perature- Daerah yang telah disetujui bersama oleh
DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD
kepada Bupati uniuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wakiu um__:@,
lambat 3 ({tiga) bhar terhitung sejak tanggal omamE_.cm:_
bersama.

|

5

Pasal 120 disempurnakan

“ ditambahkan 1 ayat

Pasal 126 disempurnakan

dan
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(1)

(7)

(1

— 3 i ik

Pasal 127
Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 diletapkan oleh Bupali dengan membubuhkan
tanda tangan paling tambat 30 (tiga puluh) hari sejak
rancangan peraturan daerah lersebut disetujui bersama oleh
DPRD dan Bupati.
Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani cleh Bupati
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan
daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan
daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib
diundangkan dalam lembaran daerah.
Dalam  hal  sahnya rancangan  peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), maka kafimal
pengesahannya berbunyi peraturan daerah ini dinyalakan sah.
Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir
peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan
daerah ke dalam lembaran daerah.
Peraturan daerah beraku setelah diundangkan
lermbaran daerah.
Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD,
pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah
sebelum ditetapkan harus dievaluasi elsh—Lemenntah
dastetay gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran
daerah harus disampaikan kepada Pemerintah danfatau
gubermur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

dalam

Pasal 136
Unluk  mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan
organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)

Pasal 127
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126  sebelum ditetapkan  oleh  Bupati dengan
membubuhkan tanda tangan wajib disampatkan kepada Gubemur
untuk mendapatkan Nomor Register dan paling lambat 30 (tiga

puluh) han sejak rancangan peraturan daerah tersebut
disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati
paling lambal 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan
daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan
daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib
diundangkan dalam lembaran daerah,

Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya
berbunyi peraturan daerah ini dinyatakan sah.

Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman *2rakhir peraturan
daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke
dalam lembaran daerah.

Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran
daerah.

Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD,
pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah, RPJP,
RPJM. pemekaran desa/pekon. organisasi peranakat daerah,
sebelum ditetapkan harus dievaluasi gubernur sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah
harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubemur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang
DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan
tala kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Oaerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undargan.

Pasal 136 disempurnakan




29

Kelompok Pakar atau
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3

4

(2} Sekretariat DPRD dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

(3)

seorang Sekretans DPRD yang diangkal dan diberhentikan
dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan
pengalaman.

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (2},
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, menyelenggarakan adminiskrasi  keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
mengkoordinasikan serta menyediakan tim ahli.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkal dan
diberhentikan dengan kepulusan Sekretans DPRD  sesuai
dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD dan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Sekretans DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), secara teknis operasional
bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD  dan secara
administratif  beranggungjawab  kepada Bupati melalui

Sekretans Daerah.

Pasal 138
Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD,
dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
Kelompok pakar atau tim ahli paiing banyak sesuai dengan
jumlah alat kelengkapan DPRD dan fraksi.
Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi
persyaratan:
A berpendidikan  serendah-rendahnya strata satu {S1)
~ dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun,
strata dua {SZ) dengan pengalaman kerja paling singkat 3
(tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman
kerja paling singkat 1 {satu) tahun;

(2} Sekretariat DPRD dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh seorang

)

Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan |
Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD. |
Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan
pengalaman.

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, menyelenggarakan adminislrasi  keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
mengkoordinasikan serta menyediakan tim ahti.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan
diberhentikan dengan kepulusan Sekretaris DPRD sesuai dengan
kebutuhan atas usul anggota DPRD dan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), secara teknis operasional |
be tanggungjawab  kepada pimpinan OPRD dan secara
administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat berasal dari Pegawai

Negeri Sipil.

Pasal 138
Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD,
dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
Kelompok pakar atau {m ahli paling banyak sesuai dengan
jumlah alat kelengkapan DPRD.
Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi
persyaratan:
a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1)

dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (iima) tahun,
strata dua (82) dengan pengalaman kerja paling singkat 3
(tiga) lahun, atau strafa tiga (S3) dengan pengalaman kerja
paling singkat 1 {satu) tahun;

Pasal 138 disempurnakan
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3

b. menguasai bidang yang diperiukan; dan
C. amzocmmm_ tugas Qm: ﬂc:@m_ DPRD.

(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekrelaris
DPRD.

(6) Ketompok pakar alau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan
wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan

quo dan :m_a_

Pasal 139

(1} Kelompok Pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud Pasal 138
direkrut melalui usul anggc .a atat kelengkapan dan fraksi.

(2) Jika calon kelompok pakar atau tim ahli lebih dan satu orang,
maka dilaksanakan verfikasi oleh Pimpinan masing — masing
alat kelengkapan kemudian ditetapkan salah satunya menjadi
calon.

(3) Masing-masing alat kelengkapan DPRD dan Fraksi menetapkan
kelompok pakar atau tim ahli dan diajukan kepada Sekretaris
DPRD untuk ditetapkan.

Pasal 143

(1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, dapat diajukan
oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota
DPRD yang tidak hanya terdiri dart 1 (satu} Fraksi.

{(2) Pembahasan persetujuan perubahan  sebagaimana
dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripuma dan
dihadini lebih dari ¥ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

(3) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata
terfib dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara
terbanyak

{4)

(N
(2)

(3)

4

b.  menguasai bidang yang diperukan; dan

¢. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat |
(1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris
DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan
kemampuan daerah.

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan
wewenang DPRD vyang tercermin dalam alat kelengkapan
DPRD.

Pasal 139

Kelompok Pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud Pasal 138
direkrut melaluf usul anggota alat kelengkapan.

Jika calon kelompok pakar atau tim ahli lebih dan satu orang,
maka dilaksanakan verfikasi oleh Pimpinan masing-masing alat
kelengkapan kemudian ditetapkan salah satunya menjadi calon.
Masing-masing alat kelengkapan DPRD dan Fraksi menetapkan
kelompok pakar atau tim ahli dan diajukan kepada Sekretaris
DPRD untuk ditetapkan. |

Pasal 143
Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, dapat diagjukan
oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD
yang mencerminkar. keterwakilan dari seluruh fraksi.
Pembahasan  persetujuan  perubahan  sebagaimana
dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripuma ~.an
dihadini lebih dari ¥ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
Kepuiusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata
tertib dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara
terbanyak.

Pasal 139 disempurnakan

Pasal 143 disempurnakan
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